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ABSTRACT

Digital transformation in land administration through electronic certificate
policies aims to improve data security and public service efficiency. This study aims
to analyze the development of the land certificate media conversion process,
examine public perception regarding the security and ease of use of electronic
certificates, and identify the driving and inhibiting factors of their acceptance in
Manumutin Village, Kota Atambua District, Belu Regency, East Nusa Tenggara
Province. The research method used is descriptive qualitative with a purposive
sampling technique for informant selection, involving officials of the Belu Regency
Land Office, village authorities, and landholders of both electronic and
conventional certificates. Data were gathered through in-depth interviews,
observation, and document studies, and then analyzed using Miles and Huberman's
thematic analysis.

The results indicate that the development of the media conversion process
at the Belu Regency Land Office is progressing gradually and fluctuating, as it
heavily relies on spatial data validation (SU-el), textual data validation (BT-el), and
community-initiated applications. There is a significant divergence in perception
between community groups; electronic certificate holders demonstrate high
positive perception, feeling secure from physical loss and trusting the legal validity
and protection against forgery due to Electronic Signature (TTE) technology.
Conversely, conventional certificate holders tend to express skepticism and anxiety
over cyber data breach risks and the lack of a tangible physical form. The primary
driving factors for adoption are the desire to avoid physical document damage and
the efficiency of the digital system, while the main inhibiting factors include low
digital literacy in the border region, limited technological devices, and the absence
of targeted socialization events for the community at the village level.

Keywords: Public Perception, Electronic Certificate, Digital Security, Perceived
Ease of Use, Media Conversion, Border Region.
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INTISARI

Transformasi digital dalam administrasi pertanahan melalui kebijakan
sertipikat elektronik bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dan efisiensi
pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan
proses alih media sertipikat tanah, mengkaji persepsi masyarakat terhadap aspek
keamanan dan kemudahan sertipikat elektronik, serta mengidentifikasi faktor
pendorong dan penghambat penerimaannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan
Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian
yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan
melalui purposive sampling, yang melibatkan aparatur Kantor Pertanahan
Kabupaten Belu, perangkat kelurahan, serta masyarakat pemegang sertipikat
elektronik dan konvensional. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam,
observasi, dan studi dokumen, lalu dianalisis menggunakan metode tematik Miles
dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan proses alih media di
Kantor Pertanahan Kabupaten Belu berlangsung secara bertahap dan fluktuatif
karena sangat bergantung pada validasi data spasial (SU-el) dan tekstual (BT-el)
serta inisiatif permohonan masyarakat. Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan
antar kelompok masyarakat; pemegang sertipikat elektronik memiliki persepsi
positif yang tinggi, merasa aman dari risiko kehilangan fisik, serta memercayai
keabsahan hukum dan perlindungan dari pemalsuan berkat teknologi Tanda Tangan
Elektronik (TTE). Sebaliknya, pemegang sertipikat konvensional cenderung ragu
dan khawatir terhadap risiko kebocoran data siber dan ketiadaan bentuk fisik.
Faktor pendorong utama adopsi adalah keinginan menghindari kerusakan fisik
dokumen dan efisiensi sistem digital, sedangkan faktor penghambat utama meliputi
rendahnya literasi digital masyarakat di wilayah perbatasan, keterbatasan sarana
teknologi, serta belum adanya kegiatan sosialisasi khusus yang menyasar langsung
masyarakat di tingkat kelurahan.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Sertipikat Elektronik, Keamanan Digital,
Kemudahan Penggunaan, Alih Media, Wilayah Perbatasan
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conventional certificates. Data were gathered through in-depth interviews,
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The results indicate that the development of the media conversion process
at the Belu Regency Land Office is progressing gradually and fluctuating, as it
heavily relies on spatial data validation (SU-el), textual data validation (BT-el), and
community-initiated applications. There is a significant divergence in perception
between community groups; electronic certificate holders demonstrate high
positive perception, feeling secure from physical loss and trusting the legal validity
and protection against forgery due to Electronic Signature (TTE) technology.
Conversely, conventional certificate holders tend to express skepticism and anxiety
over cyber data breach risks and the lack of a tangible physical form. The primary
driving factors for adoption are the desire to avoid physical document damage and
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan fundamental bagi kehidupan manusia
sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, dan aset ekonomi. Dalam
hukum Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar
hukum pertanahan nasional. UUPA mengatur berbagai hak atas tanah seperti
Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang
dapat diberikan kepada warga negara maupun badan hukum. Untuk
menjamin  kepastian hukum, Pasal 19 UUPA mengamanatkan
penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh pemerintah. Sistem pendaftaran
tanah di Indonesia menganut publikasi negatif bertendensi positif, yaitu data
dalam sertipikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dan
setelah jangka waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum terhadap
klaim pihak lain (Apriani & Bur, 2021). Melalui pendaftaran tanah tersebut
diterbitkan sertipikat sebagai alat bukti kuat mengenai data fisik dan yuridis
bidang tanah sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pemegang
hak.

Meskipun sertipikat tanah menjadi instrumen penting dalam
kepastian hukum kepemilikan tanah, sertipikat konvensional berbasis kertas
memiliki sejumlah kelemahan fundamental yang menghambat efektivitas
perlindungan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Kelemahan
tersebut meliputi kerentanan terhadap kerusakan fisik dan kehilangan akibat
faktor alam maupun kelalaian manusia (Ardini dkk., 2025). Selain itu
sertipikat fisik rentan terhadap pemalsuan karena teknologi cetak yang
digunakan masih dapat direplikasi oleh pihak yang tidak bertanggung

jawab, sehingga kasus sengketa tanah yang dipicu oleh sertipikat ganda atau



sertipikat palsu masih marak terjadi (Ermala dkk., 2025; Sasongko dkk.,
2025). Proses pengurusan, penyimpanan, dan akses terhadap data sertipikat
fisik juga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, bersifat lambat,
birokratis, dan sering kali tidak transparan, yang membuka celah bagi
praktik korupsi dan pungutan liar (Ermala dkk., 2025). Kondisi ini tidak
hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghambat efisiensi ekonomi
dan membuka peluang bagi praktik ilegal seperti mafia tanah, sehingga
modernisasi sistem sertifikasi tanah menjadi kebutuhan yang mendesak.

Merespon berbagai kelemahan sistem sertipikat konvensional
tersebut, pemerintah Indonesia melakukan transformasi digital dalam
pelayanan publik sebagai perubahan fundamental dalam cara pemerintah
memberikan layanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi. Penerapan e-governance di Indonesia telah
menunjukkan perkembangan yang positif melalui peningkatan kinerja
pemerintahan dan hadirnya berbagai platform pelayanan terpadu yang
memfasilitasi kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan terintegrasi
(Ayu dkk., 2024). Digitalisasi pelayanan publik berkontribusi dalam
mempercepat proses administrasi, mengurangi potensi kesalahan akibat
intervensi manusia, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas
lembaga publik (Sangaji & Irianto, 2025). Dalam bidang administrasi
pertanahan, transformasi digital menjadi suatu kebutuhan untuk
permasalahan yang berkaitan dengan efisiensi layanan, perlindungan data,
serta kepastian hukum hak atas tanah yang masih kerap muncul dalam
sistem konvensional.

Untuk mengatasi kelemahan sertipikat konvensional tersebut,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah
sebagai dasar hukum penerbitan sertipikat elektronik. Melalui regulasi ini,

sertipikat elektronik diposisikan sebagai alat bukti hak atas tanah yang sah



dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertipikat fisik, namun
diselenggarakan dalam sistem elektronik pertanahan yang terintegrasi.
Penerapan sertipikat elektronik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
layanan pertanahan, menjamin keamanan data hak atas tanah, serta
memperkuat transparansi dan akuntabilitas administrasi pertanahan. Hal ini
sejalan dengan hasil penelitian (Priscilla dkk., 2024) bahwa sertipikat
elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah di
pengadilan sepanjang sistem elektronik yang digunakan mampu menjamin
integritas dan keandalan data, sehingga berpotensi memperkuat kepastian
hukum dan menekan sengketa pertanahan.

Sertipikat elektronik memiliki sejumlah keunggulan signifikan
dibandingkan dengan sertipikat konvensional dalam dua aspek yaitu
keamanan dan kemudahan. Dari aspek keamanan, sertipikat elektronik
dilengkapi dengan teknologi tanda tangan elektronik (TTE) terverifikasi,
sistem block data yang dapat diintegrasikan dengan blockchain, serta kode
OR dan hash untuk memastikan keaslian dokumen dan mencegah
pemalsuan serta manipulasi data (Arifin Habibi dkk., 2025) Data
kepemilikan tanah tersimpan secara digital di server pusat ATR/BPN,
sehingga lebih aman dari kerusakan fisik maupun praktik ilegal. Dari aspek
kemudahan, masyarakat dapat memperoleh sertipikat elektronik kapan saja
dan di mana saja tanpa perlu datang langsung ke kantor pertanahan,
sehingga menghemat waktu dan biaya. Sistem digital juga mempercepat
proses verifikasi dan validasi data, serta memudahkan proses administrasi
pertanahan karena tidak mengalami kerusakan fisik (Masri & Hirwansyah,
2023). Keunggulan-keunggulan tersebut menunjukkan bahwa sertipikat
elektronik berpotensi meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah dan
kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Proses penerapan sertipikat elektronik dilaksanakan melalui
mekanisme alih media dari dokumen fisik ke bentuk digital. Alih media
sertipikat dilakukan dengan pengajuan permohonan oleh pemegang hak di

Kantor Pertanahan disertai sertipikat asli dan identitas diri, kemudian



petugas melakukan digitalisasi dokumen pertanahan serta verifikasi
kesesuaian data yuridis dan spasial dalam basis data elektronik (Elora,
2024). Setelah data dinyatakan valid, sertipikat fisik ditarik sebagai warkah
dan diterbitkan pengesahan sertipikat elektronik. Meskipun prosedur ini
meningkatkan efisiensi dan keamanan arsip, keberhasilannya sangat
bergantung pada kesiapan masyarakat beralih ke sistem digital. Minat
penggunaan dipengaruhi oleh persepsi keamanan, kemudahan penggunaan,
literasi digital, infrastruktur teknologi, dan efektivitas sosialisasi yang
dilakukan oleh Kantor Pertanahan (Japar dkk., 2024)

Meskipun secara normatif sertipikat elektronik dirancang sebagai
instrumen modernisasi administrasi pertanahan yang menawarkan berbagai
keunggulan, efektivitas penerapannya tidak dapat dilepaskan dari
pengalaman dan penilaian masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah.
Dalam penerapan sertipikat elektronik tidak hanya berhadapan dengan
aspek teknis dan regulatif, tetapi juga dengan kondisi sosial masyarakat
yang beragam, termasuk tingkat pemahaman hukum, literasi digital, serta
kepercayaan terhadap sistem elektronik yang dikelola oleh pemerintah.
Dalam temuan (Putri & Putri, 2024) menjelaskan bahwa implementasi
digitalisasi sistem pertanahan menghadapi berbagai tantangan, di antaranya
keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap sistem digital, kekhawatiran
terkait keamanan data, serta kebutuhan peningkatan efektivitas layanan
elektronik. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem
pertanahan digital sangat berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat
serta kepercayaan terhadap keamanan dan kemudahan layanan elektronik.

Dalam konteks adopsi teknologi layanan publik, Technology
Acceptance Model (TAM) menegaskan bahwa persepsi kemudahan
penggunaan (perceived ease of use) dan persepsi kegunaan (perceived
usefulness) merupakan faktor determinan utama yang memengaruhi sikap
dan niat masyarakat untuk menggunakan layanan pemerintah berbasis
elektronik (Arie Pradana dkk., 2025; El-Kassem & Al-Kubaisi, 2025). Pada
layanan sertipikat elektronik, kedua persepsi tersebut tidak dapat dipisahkan



dari aspek keamanan karena pengelolaan data pertanahan berkaitan
langsung dengan kepastian hukum kepemilikan, sehingga perlindungan
siber, kerahasiaan data pribadi, dan legitimasi dokumen menjadi dasar
kepercayaan pengguna (Japar dkk., 2024). Sistem yang dinilai mudah
namun tidak aman, ataupun aman tetapi sulit digunakan, akan tetap
dipersepsikan berisiko oleh masyarakat. Oleh sebab itu penelitian ini
memfokuskan kajian pada persepsi keamanan dan kemudahan, sementara
persepsi kegunaan tidak dianalisis secara khusus karena manfaat sertipikat
sebagai alat bukti hak atas tanah telah diatur secara normatif dalam
peraturan perundang-undangan sehingga relatif telah dipahami sebagai
fungsi dasar yang melekat pada setiap bentuk sertipikat, baik konvensional
maupun elektronik. Dengan demikian, persepsi terhadap keamanan dan
kemudahan dipandang sebagai salah satu faktor yang lebih menentukan
dalam membentuk minat masyarakat untuk beralih dari sertipikat
konvensional ke sertipikat elektronik.

Pada kerangka Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
(UTAUT), niat masyarakat menggunakan sertipikat elektronik dipengaruhi
oleh ekspektasi kinerja, kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, dan
kondisi pendukung (Venkatesh dkk., 2003). Dalam konteks ini, persepsi
terhadap kemudahan penggunaan berperan penting dalam membentuk niat
penggunaan teknologi. Meskipun UTAUT tidak secara eksplisit
memasukkan aspek keamanan sebagai konstruk utama, dalam layanan
digital publik persepsi keamanan sering dipandang sebagai faktor tambahan
yang dapat memperkuat kepercayaan dan penerimaan teknologi. Oleh
karena itu, dalam konteks sertipikat elektronik, penting untuk mengkaji
secara lebih spesifik karakteristik sistem yang membentuk kepercayaan
masyarakat, terutama terkait aspek keamanan dan kemudahan yang
membedakannya dari sertipikat konvensional.

Namun efektivitas persepsi tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat
literasi digital masyarakat. Implementasi sertipikat elektronik di Indonesia

masih menghadapi kesenjangan digital berupa perbedaan akses internet dan



kemampuan penggunaan teknologi antara wilayah perkotaan dan perdesaan
(Widiasanti dkk., 2025). Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan
literasi digital rendah cenderung memiliki persepsi risiko lebih tinggi dan
persepsi kemudahan lebih rendah terhadap layanan elektronik, sehingga
tingkat penerimaan teknologi menjadi menurun (Hargittai, 2002; Venkatesh
dkk., 2013). Akibatnya, meskipun sistem telah dirancang aman dan
bermanfaat, keterbatasan kemampuan memahami teknologi dapat
menghambat kepercayaan dan penggunaan layanan pertanahan digital,
terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital
masyarakat menjadi prasyarat penting agar aspek keamanan dan kemudahan
yang ditawarkan sertipikat elektronik dapat benar-benar dirasakan serta
mendorong keberhasilan transformasi digital pertanahan.

Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang
merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan karakteristik
geografis yang memengaruhi ketersediaan dan kualitas infrastruktur digital.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Nusa Tenggara Timur
memiliki Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang
masih relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional, serta tingkat literasi
digital yang beragam (Badan Pusat Statistik, 2024). Berdasarkan data
Kantor Pertanahan, telah terjadi peralihan sekitar 99 bidang tanah menjadi
sertipikat elektronik di wilayah tersebut yang menunjukkan kebijakan mulai
diterapkan pada tingkat lokal, namun jumlah tersebut masih tergolong
terbatas dibandingkan total bidang tanah yang ada sehingga
menggambarkan tingkat adopsi yang relatif rendah. Namun demikian,
sejauh mana masyarakat memperoleh informasi, memahami prosedur, serta
memiliki minat untuk beralih belum diketahui secara jelas, sehingga
Kelurahan Manumutin menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji
penerimaan masyarakat terhadap sertipikat elektronik pada wilayah dengan

keterbatasan akses teknologi dan literasi digital.



Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan antara tujuan
kebijakan Sertipikat Elektronik dalam aspek keamanan dan kemudahan
dengan potensi hambatan yang muncul di tingkat pengguna, khususnya
terkait persepsi masyarakat terhadap keamanan sistem digital dan
kemudahan penggunaannya. Penelitian mengenai persepsi masyarakat
terhadap sertipikat elektronik di wilayah dengan karakteristik seperti
Kabupaten Belu masih sangat terbatas, padahal pemahaman terhadap
persepsi masyarakat sangat penting untuk evaluasi kebijakan dan
penyusunan strategi implementasi yang lebih efektif. Oleh karena itu,
penelitian ini dilakukan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap
keamanan dan kemudahan sertipikat elektronik di Kelurahan Manumutin,
dengan judul: "ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KEAMANAN DAN KEMUDAHAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI
KELURAHAN MANUMUTIN, KECAMATAN KOTA ATAMBUA,
KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan

masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan proses alih media ke sertipikat elektronik di
Kantor Pertanahan Kabupaten Belu?

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap keamanan dan kemudahan
sertipikat elektronik?

3. Apa saja faktor-faktor yang mendorong dan menghambat persepsi

masyarakat untuk beralih ke sertipikat elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka

penelitian ini bertujuan untuk:



a.

C.

Untuk menganalisis perkembangan proses alih media ke sertipikat
elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu

Untuk menganalisis persepsi masyarakat di Kelurahan Manumutin
terhadap keamanan dan kemudahan sertipikat elektronik

Untuk Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan
menghambat persepsi masyarakat dalam beralih ke sertipikat

elektronik

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.

b.

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu
hukum pertanahan dan administrasi publik, khususnya terkait isu
digitalisasi layanan publik dan penerimaan inovasi teknologi di
sektor pertanahan.
Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata
kepada berbagai pihak terkait implementasi Sertipikat Elektronik.
Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, hasil studi ini dapat
berfungsi sebagai evaluatif yang spesifik dan mendalam, yang
menunjukkan secara akurat hambatan-hambatan implementasi di
tingkat pengguna, sehingga BPN dapat merumuskan strategi
sosialisasi, pelatihan, terutama dalam meningkatkan kepercayaan
masyarakat aspek keamanan dan kemudahan akses layanan. Bagi
Pemerintah temuan ini dapat menjadi acuan penting untuk
menyusun program peningkatan literasi digital dan dukungan
infrastruktur lokal, yang pada dapat meningkatkan kesiapan
masyarakat dalam menyambut dan memanfaatkan inovasi layanan
pertanahan. Serta, bagi Masyarakat itu sendiri, penelitian ini
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya

kepastian hukum hak atas tanah melalui instrumen digital dan



memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak

dan kewajiban terkait Sertipikat Elektronik.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

sebelumnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1.

Perkembangan proses alih media ke sertipikat elektronik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Belu telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku melalui tahapan validasi dokumen, digitalisasi
data, verifikasi, hingga penerbitan sertipikat elektronik. Meskipun
implementasinya telah berjalan dengan baik, pelaksanaannya masih
menghadapi beberapa kendala, seperti proses validasi data yang belum
seluruhnya selesai serta gangguan teknis pada sistem yang
memengaruhi kelancaran pelayanan.

Persepsi masyarakat terhadap keamanan dan kemudahan sertipikat
elektronik menunjukkan adanya perbedaan antara masyarakat yang
telah menggunakan sertipikat elektronik dengan masyarakat yang
masih menggunakan sertipikat konvensional. Masyarakat yang telah
melakukan alih media cenderung memiliki kepercayaan yang lebih baik
terhadap keamanan data, keabsahan hukum, perlindungan dari
pemalsuan maupun kehilangan, serta menilai prosedur dan layanan
lebih mudah setelah memperoleh pengalaman langsung. Sebaliknya,
masyarakat yang belum melakukan alih media masih memiliki
keraguan yang dipengaruhi oleh keterbatasan informasi dan
pengalaman dalam menggunakan layanan digital.

Faktor yang memengaruhi penerimaan sertipikat elektronik terdiri atas
faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong meliputi
sosialisasi, bantuan petugas, pengalaman menggunakan teknologi,
akses internet, kemudahan layanan dan peran pemerintah. Sementara
itu, faktor penghambat meliputi rendahnya literasi digital, kekhawatiran

terhadap keamanan, kebiasaan menggunakan dokumen fisik,
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keterbatasan perangkat, kurangnya informasi mengenai sertipikat
elektronik serta kendala teknis sistem. Faktor-faktor tersebut
menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sertipikat elektronik

tidak hanya bergantung pada kesiapan

B. Saran

1.

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, perlu meningkatkan
penyebarluasan informasi mengenai sertipikat elektronik melalui media
informasi yang mudah diakses masyarakat, disertai peningkatan
transparansi proses pelayanan dan penyampaian informasi mengenai
perkembangan berkas agar masyarakat memperoleh kepastian selama
proses alih media.

Bagi masyarakat, diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai
sertipikat elektronik melalui sumber resmi serta memanfaatkan layanan
konsultasi yang tersedia di Kantor Pertanahan sehingga pemahaman
mengenai keamanan, kepastian hukum, dan manfaat sertipikat
elektronik dapat meningkat.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian
dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan
kuantitatif maupun mixed methods sehingga dapat memberikan
gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang

memengaruhi penerimaan sertipikat elektronik di berbagai daerah.
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